
 
 
 
 

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU 
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU 
NOMOR :   03   TAHUN  2012 

 
TENTANG 

 
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH 

PROVINSI MALUKU PADA PERSEROAN TERBATAS BANK MALUKU 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR MALUKU, 
 

Menimbang :    a. bahwa dalam rangka memperkuat struktur 

permodalan serta meningkatkan kemampuan 

PT. Bank Maluku melayani aktifitas perbankan 

terutama permintaan kredit masyarakat, 

sehingga dapat mendukung aktivitas roda 

perekonomian masyarakat Maluku, maka 

Pemerintah Provinsi Maluku memandang perlu 

untuk melakukan penambahan penyertaan 

modal pada PT. Bank Maluku sesuai dengan 

kemampuan Anggaran Daerah; 

 b.  bahwa penambahan penyertaan modal 

Pemerintah Provinsi Maluku pada PT. Bank 

Maluku dilakukan untuk melindungi nasaba, 

menjamin kelangsungan operasional dan 
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memenuhi standar modal minimum PT. Bank 

Maluku; 

 c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka 

perlu menambah penyertaan modal Pemerintah 

Daerah pada PT. Bank Maluku; 

 d. bahwa berdasarkan  pertimbangan 

sebagaimana dimaksud pada  huruf a, b dan 

huruf c  perlu membentuk Peraturan Daerah 

Provinsi Maluku tentang  Penambahan 

Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Maluku 

Pada PT. Bank Maluku; 

Mengingat :    1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 

Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah 

Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1617); 

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang 

Perusahaan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2387); 
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  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3471) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3790); 

 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4287); 

 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 

Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 
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Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 

66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4400); 

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional  (Lembaran Negara 

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan  Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

106, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4756); 

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 

2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 

Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4737); 

15. Peraturan Daerah Nomor ….. Tahun …. 

tentang Pembentukan PT. Bank Maluku; 

 

 


